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BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/166 /2022

TENTANG

PENETAPAN PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MURUNG RAYA
BUPATI MURUNG RAYA,

bahwa potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan
secara optimal menjadi produk unggulan daerah yang
berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan

daerah;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan
Daerah, maka perlu menetapkan Produk Unggulan
Daerah Kabupaten Murung Raya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Murung

Raya;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten
Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang—Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lambaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
4725);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Uasaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 116);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomer 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor
169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung
Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung
Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya
Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PRODUK
UNGGULAN DAERAH (PUD) KABUFATEN MURUNG RAYA.

Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Murung Raya
adalah sebagai berikut :

KESATU

SRl o

Furniture
Perahu Kayu
Lempok Durian
Wadi Sapan
Pakalu
Ekowisata



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

-4-

Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Murung Raya
sebagaimana  dimaksud dalam Diktum  KESATU
merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa,
yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan
menengah yang potensi untuk dikembangkan dengan
memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh
daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia,
dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bag
masyarakat maupun Pemerintah yang diharapkan menjadi
kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat
sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya
jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki
pasar global.

Menunjuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
Pertanian dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk :

Menyusun rencana pengembangan PUD;

Melaksanakan pengembangan PUD;

Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap PUD;

Kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dalam

pengembangan PUD;

Melaporkan hasil penetapan dan pengembangan PUD

kepada Bupati Murung Raya untuk selanjutnya

dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah;

f. Memberikan hasil pengembangan PUD jangka panjang
daerah ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan {Bappedalitbang) untuk
dapat dituangkan ke dalam Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan -
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan

g. Memberikan hasil pengembangan PUD jangka

menengah daerah ke Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang)

dan Perangkat Daerah untuk dapat dituangkan ke

dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah.

Keputusan Bupati ini Murung Raya mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi
kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
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VENGETAHUI / MENGESAHKAN :

' SALINAN SESUAI A YA Ditetapkan di Puruk Cahu
KSEETI:‘EATEQ?A[?N - :AJ: pada tanggal 18 Mei 2022
KABUPATEN MUBUNG RAYA BUPATI MURUNG RAYA,
TTD
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